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Masih ada pandangan masyarakat yang menganggap bahwa penyelengaraan pelayanan publik masih sangat lamban dan tidak efisien dalam menanggapi perubahan dan tidak menyesuaikan diri dengan perubahan paradigma pembangunan. Banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, terutama masyarakat pengusaha dalam menerima layanan publik dari birokrasi pemerintah, antara lain: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kejelasan tentang waktu untuk menyelesaikan masalah, serta tidak ada kejelasan mengenai berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan, ditambah dengan rendahnya kualitas layanan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Miles and Hubberman dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara kualitas pelayanan publik dan harapan masyarakat masih terjadi, oleh karena itu harus ada perbaikan kinerja pelayanan terkait unsur prosedur pelayanan, kepastian biaya, kepastian petugas, dan kecepatan pelayanan. Dalam pelayanan yang saat ini sudah dinilai baik oleh masyarakat mampu mendorong kegiatan investasi di Kota Banjar, karena mampu menciptakan pelayanan yang murah, cepat dan transparan. Terjadi peningkatan transparan pelayanan publik

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP Kota Banjar harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan komitmen yang tinggi, konsisten, dan perlu kepastian hukum. Peningkatan kualitas pelayanan perlu diiringi dengan program penyederhanaan prosedur pelayanan sehingga dapat meningkatkan kecepatan pelayanan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan perizinan dapat berjalan dengan efektif dan efisien melalui penguatan teknologi informasi dan komunikasi. 









There is still the view of the community that considers that the delivery of public services is still very slow and inefficient in responding to changes and does not adjust to changes in the development paradigm. The many complaints made by the public, especially the business community in receiving public services from the government bureaucracy, include: convoluted procedures, no clarity about the time to resolve the problem, and no clarity about how much the cost must be incurred, plus the poor quality of service.
The method used in this study is a qualitative research method, while the type of approach in this research is descriptive analysis. Analysis of the data used is the analysis of data according to Miles and Hubberman with a qualitative approach.
The results showed that the gap between the quality of public services and community expectations still occurred, therefore there must be improvements in service performance related to the elements of service procedures, cost certainty, staff certainty, and speed of service. In the service that is currently considered good by the community is able to encourage investment activities in the City of Banjar, because it is able to create services that are cheap, fast and transparent. Transparency in public services has increased
Based on the results of the study it can be concluded that the DPMPTSP of Banjar City must continue to improve the quality of service with high commitment, consistency, and legal certainty. Improving the quality of service needs to be accompanied by a simplification program of service procedures so as to increase the speed of service, create a conducive work environment, and strengthen institutions as providers of licensing service activities can run effectively and efficiently through strengthening information and communication technology.
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